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Dinamika konflik dalam rumah tangga, seperti kurangnya komunikasi, 

minimnya introspeksi, dan lemahnya pengendalian emosi, kerap kali berujung 

pada perceraian sebagai solusi terakhir. Namun, perceraian sering memunculkan 

problematika baru, terutama terkait aspek finansial, termasuk permasalahan 

mengenai pengembalian mahar. Fokus analisis penulis terletak pada kondisi pasca 

terjadinya hubungan biologis antara suami dan istri (ba’da dukhul), bukan pada 

fase pra-hubungan tersebut (qabla dukhul), dengan berlandaskan perspektif 

hukum syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris menggunakan 

pendekatan studi kasus. Dengan subjek penelitian antara lain responden yang 

terlibat langsung dalam pengembalian mahar pasca perceraian ba’da dukhul. 

Pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur. Selanjutnya data diolah 

dalam bentuk editing dan matriks dan data dianalisis menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan data mengenai pengembalian mahar dalam 

konteks pasca-dukhul. 

Temuan dari dua studi kasus menunjukkan bahwa permintaan tuntutan 

mahar pasca talak bersifat personal dan tidak mencerminkan kebiasaan umum 

dalam masyarakat. Pada kasus pertama, mantan suami menuntut pengembalian 

mahar karena merasa tidak memperoleh hak sebagai suami, yang dipicu oleh 

keluhan mantan istri terkait bau badan dan berujung pada konflik. Pada kasus 

kedua, konflik bermula dari perselingkuhan dan persoalan hutang, di mana 

mantan suami meminta kembali mahar yang telah diberikan sebagai kompensasi 

atas pinjaman usaha, dan mantan istri memilih mengembalikannya untuk 

mengakhiri hubungan secara tuntas. Dalam kasus ini, talak dijatuhkan oleh suami 

disertai tuntutan pengembalian mahar. Mahar adalah hak mutlak istri setelah 

ba’da dukhul dan bukan hutang yang dapat ditagih. Tindakan tersebut tidak 

memiliki dasar dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sehingga perlunya pemahaman yang tepat tentang hukum syariah dan 

hukum negara sangat penting agar kasus serupa tidak terulang, khususnya di 

Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. 


